
 

 

 

 

 

 

 

BUPATI BANYUWANGI 

SALINAN 

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI 

NOMOR 8 TAHUN 2012 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  

NOMOR 3 TAHUN 2012 

TENTANG 

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN 

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) 

KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2012 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI   BANYUWANGI, 

Menimbang   : a. bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 20 ayat (1) dan (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 
menyediakan tunjangan perumahan untuk Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi 
sebagaimana telah diubah 3 kali, terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, dan saat ini terjadi kenaikan 
harga sewa rumah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten 
Banyuwangi sebagaimana laporan penilaian harga sewa untuk 
keperluan penetapan tunjangan perumahan dari Kantor Jasa 
Penilaian Publik Fardly, Ema dan Rekan Tanggal 15 Februari 2012 
Nomor File: 003/Lap.App/Fer/II/2012 Hal: Penilaian Harga Sewa 
Rumah; 

  b. bahwa untuk menyesuaikan harga sewa perumahan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu mengubah Peraturan Bupati 
Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tunjangan Perumahan 
Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2012 dengan 
menetapkannya dalam Peraturan Bupati. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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2. Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah tiga kali, 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 
1/D); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2011 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Banyuwangi Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 3/A); 

10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 81 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah 
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 36/E); 
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11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2011 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Banyuwangi Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten 
Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 8/A); 

12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2012 tentang 
tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi 
Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi 
Tahun 2012 Nomor 2/E). 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI BANYUWANGI NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG 
TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN BANYUWANGI 
TAHUN ANGGARAN 2012. 

 

Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2012 
tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 
Anggaran 2012, pada Bab II Besaran Tunjangan Perumahan Pasal 2, 
diubah dan harus dibaca sebagai berikut: 

BAB II 

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN 

Pasal 2 

Besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD 
Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai 
berikut: 

a. Ketua, sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan; 

b. Wakil Ketua, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per 
orang/per bulan; 

c. Anggota, sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu 
rupiah) per orang/per bulan. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan 
berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Februari 2012. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Banyuwangi. 

            
  

Ditetapkan di Banyuwangi 
Pada tanggal 2 April 2012 
 
BUPATI BANYUWANGI, 
 

Ttd. 
 
H. ABDULLAH AZWAR ANAS 

 
 
 

 
Diundangkan di Banyuwangi 
Pada tanggal 2 April 2012 
 
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI 
 
 

Ttd. 
 
Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. 
Pembina Utama Muda 
NIP 19561008 198409 1 001 
 
 
 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2012 NOMOR 6/E 


